
1. Undang-Undang Nomor 13 T ahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 
I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2687); 

2. Undang-Undang Nomor 8 T ahun 197 4 ten tang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran 
Republik Indonesia Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

Mengingat : 

c. Bahwa Untuk Memenuhi Maksud Huruf a Dan b Diatas, Dipandang Perlu Menetapkan 
Peraturan Bupati Muna Baral Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi, 
Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Muna Baral. 

b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten 
Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten 
Muna Barat, Menyebutkan Bahwa Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi dan 
UMKM perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna Baral.; 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Baral di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan 
berpedoman pad a Pera tu ran Pemerintah Nomor 41 T ahun 2007 ten tang Organisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah, maka dilakukan penataan Organisasi dan Tata kerja Dinas 
Kabupaten Muna Baral yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Baral 
Nomor 13 Tahun 2015; 

BUPATI MUNA BARA T, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT 
NOMOR : /'2~ TAHUN 2015 

TENTANG 
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI 

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 
KABUPATEN MUNA BARA T 

BUPAII MUNA BARAT 



Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat ; 
b. Pemerlntah Daerah Adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat; 
c. Bupati Adalah Bupatl Muna Barat; 
d. Sekretaris Daerah Kabupaten Adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat; 
e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, 

Kecll Dan Menengah Kabupaten Muna Barat ; 
f. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 

Kabupaten Muna Barat; 

g. Bidang Adalah Bidang DI Ungkungan Dlnas Koperasl, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 
Kabupaten Muna Barat 

h. Unit Pelaksana Teknis Dlnas (Uptd) Adalah Unsur Pelaksana Operasional Dlnas Di 
Lapangan. 

i. Jabatan Fungsional Adalah Jabatan Fungsional Di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha 
Mikro, Kecll Dan Menengah Kabupaten Muna Barat. 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS 
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MUNA BARAT. 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan 

Usaha Kecil; 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 47 41 ); 

10. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturlsasi Kredit Usaha Kecil 
dan Menengah. 

11. lnstruksl Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan 
Percepatan Pengembangan Sektor Ril dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah; 

12. Peraturan Bupati nomor 13 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Kabupaten Muna Barat. 
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Menetapkan : 

• 



(1) Susunan Organisasi Oinas Koperasl, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas: 
a. Kepala Dinas ; 
b. Sekretariat ; 
c. Bidang Koperasi; 

Pasal6 

Untuk melaksanakan fungsl sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Koperasi, Usaha 
Mlkro, Keen dan Menengah mempunyal kewenangan sebagal berikut : 
a. penyecllaan dukungan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 
b. perencanaan dan pengendalian dlbidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 
c. pengembangan sumberdaya manusia pengelola Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah; 
d. pengalokaslan sumberdaya manusia potensial dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah; 
e. penelitian dan pengembangan sistem usaha dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah yang mencakup wilayah Kab.Muna Baral ; 
I. pelaksanaan kemltraaan dan promosi hasil Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah. 

Pasat5 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, Dinas Koperasi, Usaha 
Mikro, Kecll dan Menengah mempunyal fungsl : 

a. penyusunan kebljakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ; 
b. pemberian perizlnan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota dibidang 

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah : 
c. pemblnaan teknls dibidang Koperasl, Usaha Mikro Kecil dan Menengah para pelaku usaha 

UMKM dan masyarakat 
d. pemblnaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas: 
e. pelaksanaan urusan kemltraan; 
f. pelaksanaan urusan kesekretariatan. 

\i' 

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
merumuskan. melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dibidang 
perkoperaslan dan Usaha Mlkro, Kecll dan Menengah (UMKM). 

Pasal 4 

(2) Dlnas Koperasl. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpln oleh seorang Kepala Dinas, 
yang dlangkat dan dlberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah; 

(3) Kepala dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 3 

(1) Dlnas Koperasl, Usaha Mikro, Kecll dan Menengah adalah merupakan unsur pelaksana 
tugas Pemerintah Kabupaten dibidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 

BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, 
KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal2 
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(2) Sub Baglan dlpimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretarls. 

(1) Sekretariat terdiri atas : 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 
b. Sub Baglan Program dan Perencanaan ; 
c. Sub Baglan Keuangan. 

Pasal 10 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat 
mempunyal fungsi : 
a. pengkoordinasian penyusunan pelaksanaan program dan keuangan: 
b. pengelolaan administrasl kepegawalan ; 
c. pengelolaan adminlstrasl perlengkapan kantor, pengurusan dan pemeliharaan 

keberslhan serta keamanan kantor ; 
d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; 
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Pasal 9 

(1) Sekretariat mempunyal tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, 
umum dan perlengkapan, melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan 
program pembangunan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan keuangan; 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dlnas. 

Pasal 8 

Sekretariat 

Kepala Dinas mempunyai tugas memlmpin, mengarahkan, mengendalikan dan melakukan 
koordlnasl pembangunan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

Bagian Kedua 

Pasal 7 

Kepala Dinas 

Bagian Pertama 

BAB Ill 

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

(2) Bagan Struktur Organlsasl Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
sebagalmana tercantum dalam lamplran Peraturan ini. 

d. Bldang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ; 
e. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam ; 
f. Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Sistem Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah; 
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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( 1) Seksl Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan 
pemblnaan organlsasi dan tatalaksana perkoperasian, proses badan hukum, 
pengawasan, akuntabllitas koperasi, penggabungan /peleburan dan pembubaran 
koperasi; 

(2) Seksi Usaha Koperasl mempunyai tugas melakukan pembinaan usaha koperasi yang 
bergerak dibldang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan dan 
perkebunan, perikanan dan petemakan, prindustrian, perdangangan dan aneka usaha ; 

Pasal 15 

(1) Bidang Koperasi terdiri atas : 
a. Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Koperasi ; 
b. Seksl Usaha Koperasl ; 
c. Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha Koperasl ; 

(2) Seksi dlpimpln oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Bidang Koperasi. 

Pasal14 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Koperasi 
mempunyai fungsl : 
a. penyusunan petunjuk pelaksanaan pembinaan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan 

koperasl; 
b. pelaksanaan bimbingan dan pemblnaan usaha koperasi; 
c. pengembangan pemasaran dan jaringan usaha koperasi; 
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 

(1) Bldang Koperasi mempunyal tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang 
kelembagaan dan ketatalaksanaan koperasl, pembinaan dan pengembangan usaha 
koperasi, penyedlaan infonnasi, publikasl, pengawasan dan jaringan usaha koperasi 
serta pengkajlan dan pengembangan sumberdaya koperasi; 

(2) Bidang Koperasi dlpimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 13 

Bagian Ketiga 

Bidang Koperasi 

Pasal 12 

Sub Bagian Program dan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan 
bahan, penyusunan program, perencanaan. 

(3) 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
urusan admlnlstrasl kepegawalan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan 
surat-menyurat, kearslpan, perfengkapan dan rumah tangga Dinas serta 
meneyelenggarakan urusan pengamanan kantor. 

Sub Baglan Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi/akutansi keuangan 
Pemerintah; 

(2) 

Pasal 11 
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(3) Seksi Pengembangan Kewirausahaan dan Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan 
bahan dan petunjuk teknls pemblnaan dan pengembangan kewirausahaan, pemasaran dan 
pameran hasll produksl bagl usaha mlkro, kecil dan menengah. 

(2) Seksl Pengembangan lnformasi, Data dan Publikasi Usaha mempunyai tugas menyiapkan 
bahan dan melakukan pemblnaan dalam rangka pengembangan bisnis, publikasi dan 
penyeba~uasan lnformasl blsnls serta data usaha, kecil dan menengah; 

( 1) Seksi Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha mempunyai tugas menyiapkan 
bahan dan melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan kemitraan penumbuhan 
lkllm usaha dan Jaringan usaha mlkro, kecil dan menengah dengan koperasi, usaha 
swasta, BUMN dan BUMO; 

Pasal 19 

(1) Bldang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas: 
a. Seksi Pengembangan Kemltraan dan Jaringan Usaha; 
b. Seksi Pengembangan lnfonnasi, Data dan Publikasi Usaha; 
c. Seksl Pengembangan Kewirausahaan dan Pemasaran. 

(2) Seksl dlpimpln oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

Oalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Usaha Mikro, 
Kecll dan Menengah mempunyai fungsi : 
a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dalam penumbuhan iklim usaha, pembangunan 

kemltraan, Jarfngan usaha dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah; 
b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan usaha serta kerjasama usaha mikro, kecil 

dan menengah dengan swasta, BUMN dan BUMD; 
c. penyiapan bahan dan data infonnasi serta publikasi bisnis; 
d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan produkvitasi usaha mikro, 

kecll dan menengah; 
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dlberikan Kepala Dinas. 

Pasal18 

Bldang Usaha Mlkro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 17 

(2) 

(1) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan 
teknis dalam rangka penumbuhan iklim usaha, pengembangan kawasan usaha dan 
Jaringan usaha, data dan lnfonnasi, publikasi bisnls, kewirausahaan dan pemasaran serta 
pengembangan produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah; 

(3) Seksl Pemasaran dan Jaringan Usaha Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan 
lnfonnasl dan publikasi (pameran/promosQ produk koperasi dan petunjuk pelaksanaan 
dan fasilltasl jaringan dan kemitraan usaha koperasl. 

Bagian Keempat 

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Pasal 16 
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(2) Seksi Pengendalian Pemblayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun 
petunjuk teknis pengendallan pemblayaan usaha simpan pinjam koperasi dan lembaga 
keuangan masyarakat yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam; 

(3) Seksi Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam mempunyai tugas menyiapkan bahan 
petunjuk teknis penilaian kesehatan, melakukan penilaian dan analisis kesehatan usaha 
slmpan pinjam koperasi. 

(1) Seksl Pembiayaan Koperasl, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Usaha Simpan 
Pinjam mempunyai tugas menfasllitasl pembiayaan dan pengembanagan usaha simpan 
plnjam dan lembanga keuangan masyarakat yang bergerak dlbidang usaha simpan 
plnjam; 

Pasal 23 

(1) Bldang Fasllltasl Pembiayaan dan Simpan Pinjam terdiri atas : 
a. Seksl Pemblayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Usaha Simpan 

Pin jam; 
b. Seksi Pengendallan Pembiayaan; 
c. Seksl Penilalan Kesehatan Simpan Pinjam. 

(2) Seksi dlplmpln oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam. 

Pasal22 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Fasilitasi 
Pemblayaan dan Slmpan Plnjam mempunyal fungsl : 

a. penyiapan pedoman pembinaan dan pengembangan fasilitasi pembiayaan koperasi, 
usaha mikro, kecil dan menengah, usaha simpan pinjam dan lembaga keuangan 
masyarakat yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam; 

b. pemblnaan, evaluasl dan pengendallan koperasl, usaha mlkro kecll dan menengah dan 
lembaga keuangan masyarakat yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam; 

c. penylapan bahan, penyusunan petunjuk tehnis penilaian kesehatan usaha simpan 
plnjam; 

d. pelaksanaan fasilitasi penlaminan pembiayaan koperasi, usaha mikro kecil dan 
menengah. 

(1) Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas melaksanakan 
pembinaan, pengembangan dan pengendalian kegiatan dibidang fasllitasi pemblayaan 
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan usaha slmpan pinjam dan jasa 
keuangan serta penilalan kesehatan slmpan plnjam; 

(2) Bidang Fasllltasi Pemblayaan dan Slmpan Pinjam diplmpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang berada dlbawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dlnas. 

Pasal 21 
: 

Pasal 20 

Bagian Kelima 

Bidang Fasllitasi Pemblayaan dan Simpan Pinjam 
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(3) Seksl Pengembangan Slstem Usaha Koperasi dan UMKM mempunyal tugas menyiapkan 
dan menyusun pedoman pengembangan slstem usaha koperasi, usaha mikro kecil dan 
menengah dan memantau pelaksanaan sltem usaha koperasi, usaha mikro kecil dan 
menengah .. 

(2) Seksl Advokasl Koperasl dan UMKM mempunyai tugas menylapkan bahan dam 
menyusun pedoman pelaksanaan advokasl koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah 
di bldang organlsasl dan manajemen, usaha pembiayaan, hukum dan peraturan 
perundang-undangan ; 

(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan UMKM mempunyai tugas menyiapkan 
bahan penellUan dan pengembangan sumber daya koperasi dan usaha mikro kecil dan 
menengah serta menyusun pedoman pelaksanaan pengembangan sumber daya 
manusla dan evaluasi pendldlkan dan pelatlhan; 

Pasal27 

(1) Bldang Pengembangan Sumber Daya dan Sistem Usaha Koperasi dan UMKM terdiri atas: 
a. Seksl Pengembangan Sumber Daya Koperasl dan UMKM ; 
b. Seksl Advokasi Koperasl dan UMKM ; 
e, Seksi Pengembangan Sistem Usaha Koperasi dan UMKM. 

(2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya, Sistem Usaha Koperasi dan UMKM. 

Pasal26 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pengembangan 
Sumber Daya dan Slstem Usaha Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi : 
a. penyiapan dan perumusan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia 

pengelola koperasl, usaha mikro, kecil dan menengah; 
b. pelaksanaan hubungan kerja dibidang pengembangan sumber daya manusia dengan 

dlnas dan lembaga lalnnya; 
c. penyiapan penyusunan pedoman dlbidang pengembangan sistim bisnis koperasi dan 

usaha mikro, kecil dan menengah; 
d. pemantauan dan analisls dlbldang pengembangan sumber daya manusia pengelola 

koperasi, usaha mikro, kecll, menengah dan slstim bisnis koperasi, usaha mikro, kecil 
dan menengah. 

Pasal25 

(2) Bldang Pengembangan Sumber Daya dan Slstem Usaha Koperasi dan UMKM dipimpin 
oleh seorang Kepala Bldang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

(1) Bldang Pengembangan Sumber Daya dan Sistem Usaha Koperasi dan UMKM 
mempunyal tugas merumuskan peleksanaan pengembangan sumber daya dan 
penyusunan pedoman pengembangan system usaha mikro kecil dan menengah ; 

Bagian Keenam 

Bidang Pengembangan Sumber Daya dan 
Sistem Usaha Koperasi dan UMKM 

Pasal 24 

• 
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Kepala Dinas bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing 
maslng dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. 

Pasal 33 

Kepala Dlnas wajlb mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila 
terjadl penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang dlperiukan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub 
Bidang/Sub. Baglan dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Koperasi usaha 
kecll dan menengah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik 
dillngkungan Dlnas maupun di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing. 

Pasal 32 

Pasal 31 

BABIV 

TATAKERJA 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah 
Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai 
kelompok sesual bldang keahliannya ; 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dlmaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Tenaga 
Fungslonal Senior yang dltunjuk oleh Gubemur dan dalam melaksanakan tugasnya 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 
beban kerja; 

(4) Jenls Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) dlatur sesuai Peraturan Perundang 
Undangan yang berlaku. 

Pasal 30 

Kelompok Jabatan Fungslonal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas 
sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. 

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang operasional dinas di lapangan: 
(2) Kepala Unit Pelaksana Teknls Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas ; 
(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Bagian Kesembilan 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 29 

Pasal28 

Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Bagian Kede/apan 
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L.M. RAJIUN TUMADA 

Pasal 40 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu 
Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

BABV 
PEN GANG KAT AN DALAM JABAT AN 

Pasal 38 
(1) Kepala Din as, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi diangkat dan 

diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Pejabat Fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan pada 
keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 39 
Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 37 
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Saluan Organisasi 
bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib 
mengadakan rapat berkala. 

Pasal 35 
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan 
digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 
petunjuk teknis kepada bawahan. 

Pasal 36 
Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan 
Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan keria. 

Pasal 34 
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan 
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 
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